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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2026 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17, informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat 

menghambat penegakan hukum, melanggar perlindungan data pribadi, mengganggu 

persaingan usaha, membahayakan keamanan negara, atau dikecualikan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikecualikan pada SUPM Kota 

Agung antara lain: 

1. Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu (Baperjakat). 

2. Hasil assessment/penilaian kompetensi pegawai. 

3. Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai. 

4. Arsip kepegawaian yang memuat data pribadi pegawai. 

5. Dokumen perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang memuat data pribadi 

pegawai. 

6. Dokumen pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas. 

7. Dokumen proses pengadaan barang/jasa yang dikecualikan (dokumen penawaran, 

evaluasi, HPS, dan informasi yang memuat rahasia dagang atau data pribadi). 

8. Dokumen kontrak pengadaan yang memuat data pribadi atau rahasia dagang. 

9. Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited). 

10. Laporan hasil audit reguler dan audit dengan tujuan tertentu. 

11. Laporan hasil pemeriksaan keuangan. 

12. Laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit. 

13. Data pengaduan masyarakat beserta hasil pemeriksaannya. 

14. Proses penanganan perkara atau masalah hukum di lingkungan SUPM Kota Agung. 

15. Arsip vital dan arsip yang diklasifikasikan sebagai rahasia. 

16. Data dan informasi pagu indikatif rencana kegiatan dan anggaran yang belum 

ditetapkan. 

17. Progres implementasi kerja sama antar lembaga yang masih dalam proses. 

18. Data pribadi peserta didik (NIK, KK, alamat, nomor telepon, data orang tua, dan data 

pribadi lainnya) sesuai UU PDP. 

19. Transkrip nilai, ijazah yang belum diterbitkan/diserahkan, dan dokumen akademik 

peserta didik. 

20. Dokumen proses seleksi penerimaan siswa yang memuat data pribadi peserta. 

 

Tanggamus, 22 Juni 2026 

Kepala SUPM Kota Agung 

 

 

 

(Kurman, S.Ag., M.Pd.) 


